BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG

LEMBANG,

MUSYAWARATAN LEMBANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARI UM PKPKL, PPKL, |

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT
DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menumbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Lembang Tahun Anggaran 2023, secara transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan
cisiplin  anggaran perlu adanya Pedoman Penetapan
Penghasilan  Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan
Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang,
Tambahan Penghasilan kepala Lembang, Honorarium PKPKL,
PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport
di Lembang;

b. bahwa sehubungan dengan bertambahnya Dana Alokasi
Lembang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023, maka
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 29 Tahun 2023
tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah
Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan
Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala
Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya
Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun
Anggaran 2023 perlu diubah; :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29
Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap
Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang,
Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan
Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya
Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun
Anggaran 2023;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-dearah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9539}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Irdonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8§
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

¥

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan,
Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 09},

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06);
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor
16};

Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04);
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16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 34} Peraturan Bupati
Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH
LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG,
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM,
PKPKIL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN
BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peranturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan
Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan
Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biava
Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 29), diubah sebagai
berikut:

. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2

(1) Penghasilan tetap kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan perangkat
Lembang lainnya dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Lembang
hanya mendapat tunjangan kepala Lembang dan pendapatan lainnva
yang sah.

(3} Besaran penghasilan tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan
Perangkat Lembang lainnya dengan ketentuan:

a. besaran penghasilan tetap kepala Lembang Rp.2.700.000,- (dua juta
tujuh ratus ribu rupiah)

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Lembang Rp.2.250.000,- (dua
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

c. besaran penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan
Rp.2.050.000,- {dua juta lima puluh ribu rupiah).

d. besaran penghasilan tetap Kepala Kampong Rp.2.050.000,- (dua juta
lima puluh ribu rupiah).



2. Lampiran [ Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 29 Tahun 2023 tentang

Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan
Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan
Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya
Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 29), diubah
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale

Diundangkan di Makale

sETE

25 Juuwy 2023
» DAERAH KABUPATEN TANA TORAJ A,



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
- 42 TAWUN 2023
s 29 Jud

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

2023

BUPATI TANA

TORAJA NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG
PENGHASILAN TETAP

PEDOMAN
PEMERINTAH
PEMERINTAH

PENETAPAN
LEMBANG,
LEMBANG,

PERMUSYAWARATAN LEMBANG,

PENGHASILAN,

HONORARIUM

PKPKL,

TUNJANGAN
BADAN
TAMBAHAN
PPKL,

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA

TRANSPORT DI
2023.

LEMBANG TAHUN ANGGARAN

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pe;hghasi-

" No. ‘ Jabatan Tunjatigan | Tambahan Jumlah/
| lan Tetap Penghasilan bulan(Rp)

1. Kepala Lembang | 2.700.000,- | 1.500.000.- : 1 4.200.000,- |
2. '"sékrétaﬁ_s_Le}ﬁBang 2.250.000,- | 500.000,- E ___'27_50%0'1"
3. | KepalaSeksi | 2.050.000.- - - | 2.050.000,- |
4. | Kepala Urusan | 2.050.000,- - : 2.050.000,- |
!_5. | Kepala Kampong | 2.050.000 - - £ | 2.050.000,-
6. | Staf Perangkat - 1.000.000,- - 1,000,000,

Lembang ' : :
| 7. | KetuaBPL —  11.200.000.- i st sz(ﬁ 0'0_62

8. | Wakil Ketua BPL 1 1.000.000.- e B 000.000,-
9. Sekretaris BPL T 800.000-| - | 800.000.
'10. AnggotaBPL | .. 600.000 - BRI | '_6_00.000 i




